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Indikator Sasaran OPD

Terwujudnya iklim investasi yang

Kkompetitif Program Prioritas OPD

Investasi

Terwuj iklim i i yang
kompetitif Program Pengembangan iklim
penanaman modal

Persentase Peningkatan Realisasi
— Investasi

daya tarik investasi
daerah
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Indikator Program

Realisasi total terhadap target
investasi
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Program Promosi Pt
Modal

_— Jumlah realisasi investasi

F i investor
yang berinvestasi
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Program Pelayanan P
Modal

Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Penanaman
Modal

F pelaku usaha yang
memperoleh izin sesuai ketentuan

Persentase Penyelesaian
Permasalahan dan Hambatan yang
Dihadapi Pelaku Usaha

Persentase pemanfaatan data dan
informasi penanaman modal

Kegiatan OPD

Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota

Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Secara Terpadu Satu
Pintu Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan

Jumlah kebijakan pemberian
fasilitasi/ insentif bidang
penanaman modal yang
ditetapkan

Persentase data potensi
investasi yang uptodate/ aktual

Jumlah Kerja Sama Penanaman
Modal

1.Persentase penerbitan izin
sesuai SOP
2.IKM Pelayanan Perizinan

Persentase penanganan

Sub Kegiatan

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota

Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang
regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

Penyusunan Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/ Kota

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman
Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Penyediaan dan pengelolaan Layanan
konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan
yang dihadapi Pelaku Usaha dalam
merealisasikan Kegiatan Usahanya

yang di
sesuai SOP

Persentase data dan informasi
perizinan yang terintegrasi

Teknis kepada Pelaku Usaha

Pengawasan Penanaman Modal

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Indikator Sub Kegiatan

Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/ Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara
Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM
di daerah

Jumlah rekomendasi kebijakan sektor
usaha yang regulasinya diharmonisasi
terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/ Kota

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Kabupaten/ Kota

Jumlah dokumen strategi Promosi
Penanaman Modal Kab/Kota

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penentapan Pemberian
Fasilit if yang menjadi
Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan
Pelayanan Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh
Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat
pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/
Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku
Usaha

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti

i Teknis/ i
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari
Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ;
serta Dilakukan Evaluasi Penilaian
Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan
Berusaha

Jumlah Data dan Informasi Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan



